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KATA PENGANTAR
Sesuai dengan PP Nomor 60 tahun 2008 seluruh instansi pemerintah wajib untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut juga wajib menyelenggarakan SPIP, dengan ini Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut wajib dalam menyelenggarakan SPIP.
Penerapan SPIP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,  mensyaratkan  terbangunnya infrastruktur di setiap unsurnya. Salah satu infrastuktur yang harus dibangun  adalah terbangunnya risk register di tingkat entitas dan kegiatan serta pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.
Diharapkan dengan tersusunnya peta risiko Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut nantinya dapat dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menetapkan kegiatan pengendalian di tingkat entitas dan tingkat kegiatan, dalam rangka penyempurnaan atas pengendalian yang masih lemah.

Pelaihari,       Desember 2019
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BAB I
PENDAHULUAN 



1.1. Latar Belakang

Penilaian Risiko merupakan salah satu unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dalam pasal 13 ayat 1 mewajibkan setiap pimpinan instansi  pemerintah  untuk melakukan penilaian risiko. Lebih lanjut dalam pasal 2 menyebutkan penilaian risiko terdiri dari 2 tahap yaitu; (1) identifikasi risiko, dan (2) analisis risiko.
Adapun Pengertian Sistem pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1  mengatakan bahwa: “Sistem pengendalian intern adalah proses  yang integral  pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan”. 
Sedangkan SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 2)
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien.	
Dari pengertian tersebut diatas tentunya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan kedepan bisa menciptakan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang handal, efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum.
Dalam penyusunannya Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, meliputi :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.                         Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023. 
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
20. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Tujuan Dan Manfaat
1.3.1. Tujuan
Tujuan Penilaian risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah :
1. Pembangunan infrastruktur penyelenggaraan SPIP khususnya unsur ke dua yaitu unsur penilaian risiko pada tingkat instansi dan kegiatan;
2. Untuk mendapatkan register dan peta risiko pada tingkat tujuan instasi dan kegiatan;
3. Untuk memberikan data awal terhadap risiko yang harus diidentifikasi atau menilai bagaimana pengaruhnya pada saat dilakukan analisis risiko.

1.3.2. Manfaat
Manfaat yang diharapkan dalam penilaian risiko  adalah  :
1. Membantu pencapaian tujuan organisasi Instansi Pemerintah;
2. Efesiensi dan efektivitas pelayanan;
3. Sebagai dasar penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah;
4. Menghindari pemborosan anggaran;
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1.4. Ruang Lingkup.
Ruang lingkup Penilaian Risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut meliputi 9 bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut yang terdiri dari:
1. Bagian Hukum;
2. Bagian Organisasi;
3. Bagian Tata Pemerintahan;
4. Bagian Perekonomian Pembangunan;
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Bagian Humas dan Protokol;
8. Bagian Umum;
9. Bagian Tata Usaha dan Keuangan.

1.5. Metodologi.
Metodologi yang digunakan dalam penilaian risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut baik pada tahap identifikasi risiko dan analisis  risiko  adalah  kualitatif,  sedangkan  teknik  yang digunakan adalah dengan  Focus Group Disscussion yang melibatkan seluruh ASN pada bagian masing-masing  di  lingkungan  Sekretariat  Daerah Kabupaten Tanah Laut.


BAB II
PROFIL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

2.1. Struktur Organisasi
Sebagaimana telah ditetapkkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor	106	Tahun	2019	tentang	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dengan struktur sebagai berikut : 
a. Sekretariat Daerah;
      b. Asisten Bidang Pemerintahan terdiri dari :
	1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
	b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan; dan
	c) Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan.
	2) Bagian Hukum, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
	b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia(HAM); dan 
	c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum.
	3) Bagian Organisasi, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
	b) Sub Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik; dan 
	c) Sub Bagian Pemberdayaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja 
c. Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
	1) Bagian Perekonomian Pembangunan, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Fasilitasi Pengembangan Potensi Perekonomian; 
	b) Sub Bagian Bina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan 
	c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perekonomian Pembangunan 
	2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Sosial Kebudayaan;
	b) Sub Bagian Pendidikan dan Agama; dan
	c) Sub Bagian Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Rakyat

	3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan barang/jasa;
	b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik   (LPSE); dan 
c)  Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa
d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
	1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol,terdiri dari 
	a) Sub Bagian Hubungan Masyarakat;
	b) Sub Bagian Pemberitaan; dan
	c) Sub Bagian Keprotokolan. 
	2) Bagian Umum, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 
	b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
	c) Sub Bagian Aset.
	3) Bagian Tata Usaha dan Keuangan, terdiri dari:
	a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;                
	b) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli; dan
	c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
   e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur	organisasi	Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut  dapat dilihat pada Bagan dibawah ini 
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2.2. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran

2.3.1. Visi
		Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 adalah:
Terwujudnya Tanah Laut yang “BERINTERAKSI”
· Berkarya
· Inovasi 
· Tertata
· Religius
· Aktual 
· Sinergi

2.3.2. Misi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah Visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian Misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Tanah Laut dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai Visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :
BERKARYA	:	Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. 
	Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang samakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.
INOVASI	:	Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.
	Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
	Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjaringan dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
	Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.


TERTATA	:	Secara umum, makna “tertata” adalah tertib administrasi dan tertib substansi. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
RELIGIUS	:	Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan. 
AKTUAL	:	Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
SINERGI	:	Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 
		Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 
	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD, untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut memegang Misi :
1. [bookmark: _GoBack]Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya;
2. Menciptakan Inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif;
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat;
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3 Tujuan Dan Sasaran
Mengacu pada pernyataan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut, maka secara umum tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu :
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi dalam rangka mendukung pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Inovasi dalam Pelayanan Publik;
4. Meningkatkan kualitas peningkatan kapasitas dan evaluasi kelembagaan, analisis jabatan, tatalaksana, pelayanan publik, pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja;
5. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan pemerintah;
6. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pengawasan pengadaan barang/jasa;
7. Meningkatkan penyelenggaraan pembentukan produk hukum, telaahan hukum dan kajian hukum, bantuan hukum dan HAM, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum;
8. Meningkatkan kinerja pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi publikasi dan pemberitaan pimpinan, pengelolaan informasi dan mengatur keprotokolan pimpinan dan tamu pimpinan;
9. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan bidang urusan umum dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga dan penataan asset;
10. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Bidang Tata Usaha, Kepegawaian, Perencanaan Program dan Keuangan;
11. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan religius di lingkungan Birokrasi dan kehidupan masyarakat;
12. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan bidang sosial, kebudayaan, pendidikan, agama, kemasyarkatan dan kesejahteraan rakyat;
13. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan umum, dan pengembangan kerjasama;
14. Meningkatkan sinergitas pengelolaan perekonomian dan investasi;
15. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang fasilitasi pengembangan potensi perekonomian, Bina  BUMD dan monitoring evaluasi perekonomian pembangunan.
Adapun Sasaran ingin dicapai Sekretariat Kabupaten Tanah Laut adalah:
1. Meningkatnya kualitas layanan Pemerintah Kabupaten;
2. Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Umum, otonomi daerah dan kerjasama Pemerintah Daerah;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kabupaten;
4. Inovasi publik yang diciptakan oleh SKPD;
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
7. Meningkatnya Penataan Ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
8. Meningkatnya efektifitas kelembagaan analisa dan evaluasi jabatan;
9. Meningkatnya kualitas Pengadaan barang/jasa lingkup Kabupaten;
10. Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa lingkup Kabupaten Tanah Laut secara elektronik;
11. Meningkatnya Pelayanan terhadap stakeholder dalam hal produk hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Tingkat Penanganan masalah hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peningkatan kepedulian HAM di Kabupaten Tanah Laut;
14. Produk Hukum Daerah yang terdokumentasi dan dipublikasikan;
15. Meningkatnya layanan informasi  penyelenggaraan pembangunan daerah, kehumasan dan keprotokolan;
16. Meningkatnya kualitas layanan umum dan Rumah Tangga Pimpinan dengan baik;
17. Meningkatnya Pengelolaan Barang/Asset Lingkup Sekretariat Daerah Secara Tertib;
18. Meningkatnya layanan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
19. Meningkatnya kualitas pelaporan lingkup Sekretariat Daerah;
20. Meningkatnya toleransi dan kepedulian sosial antar umat beragama;
21. Meningkatnya kualitas layanan untuk kesejahteraan rakyat;
22. Meningkatnya layanan bantuan sosial kegamaan;
23. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai budaya bangsa;
24. Meningkatnya kualitas pengelolaan terhadap kebijakan perekonomian dan pembangunan
25. Meningkatnya kualitas penyelesaian permasalahan terkait Perekonomian dan Pembangunan Daerah


2.3. Program Utama yang Tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023
Program utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari kegiatan utama yaitu :
1. Program Pembinaan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah dan Kerjasama antar Pemerintahan
2. Program Pembinaan, Pengembangan, Penataan Kelembagaan, Penataan Ketatalaksanaan, Penataan Aparatur dan Analisa Formasi Jabatan
3. Program Pembinaan, Pengelolaan, Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
4. Program Fasilitasi Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM, Dokumentasi Hukum
5. Program Pembinaan, Pengembangan, Fasilitasi Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan
6. Program Kerjasama Informasi dan Mass Media
7. Program Fasilitasi Kegiatan dan Kebijakan KDH dan WKDH
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Pemenuhan, Peningkatan sarana/prasarana kerja dan kualitas sumber daya manusia
10. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
11. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Rakyat
13. Program Pembinaan, Pengembangan dan Fasilitasi Perekonomian Pembangunan Daerah
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 























BAB III
HASIL PENILAIAN RISIKO


3.1. Kriteria Penilaian Resiko  

1. Skala Dampak Risiko

Skala penilaian dampak risiko pada penilaian risiko di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut  menggunakan  skala  dampak kriteria Operasional 8 (delapan) Bagian dan skala dampak kriteria Hukum 1 (satu) Bagian, dengan rincian sebagai berikut:
         

 Skala Dampak Kriteria Operasional
Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Kurangnya kelengkapan data sesuai indikator yang dipersyaratkan
	3,00
	3
	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif

	2
	Data tidak valid
	2,57
	2
	kegiatan terhambat, kurang efisien

	3
	Konflik benturan kepentingan
	3,43
	3
	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif



Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Bahan data yang disajikan SKPD pengampu indikator Kabupaten tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak sesuai ketentuan
	3,00
	3
	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif

	2
	Kurangnya perhatian dan tanggung jawab SKPD dalam penyusunan LKjIP
	3,13
	3
	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif

	3
	Belum cascading antara IKU Kabupaten dengan IKU SKPD
	3,00
	3
	kegiatan sangat terhambat, kurang efektif




Skala Dampak Kriteria Hukum
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Hukum

	1
	Kurang terdokumentasikannya produk hukum daerah/lainnya secara maksimal
	3,00
	3
	pelanggaran serius, sanksi tertulis

	2
	Kurang optimalnya publikasi produk hukum daerah/lainnya melalui website JDIH
	3,00
	3
	pelanggaran serius, sanksi tertulis




Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Perekonomian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Keterlambatan hasil laporan kajian atau analisa investasi daerah
	1,60
	1
	ada hambatan kegiatan, namun tertangani



Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi sosial keagamaan terkait persyaratan bantuan hibah/sosial
	1,00
	1
	ada hambatan kegiatan, namun tertangani
















Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Adanya multi tafsir dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	1,78
	1
	ada hambatan kegiatan, namun tertangani

	2
	Kesalahan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	2,00
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	3
	Terlambatnya penyerahan dokumen persiapan pengadaan dari SKPD
	2,17
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	4
	Kurangnya jumlah jabatan fungsional PPBJ
	1,67
	1
	ada hambatan kegiatan, namun tertangani

	5
	Jaringan IT terputus
	2,00
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien



Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Keterlambatan memfasilitasi KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat dalam layanan keprotokolan
	2,29
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	2
	Jadwal kegiatan yang mendadak dari pihak pelaksana
	2,21
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien



Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Kurangnya perhatian dan tanggungjawab pengguna terhadap aset yang digunakannya
	2,30
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	2
	Aset yang tidak diketahui keberadaannya
	2,00
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	3
	Terputusnya informasi tentang aset antara pejabat lama dengan pejabat baru akibat proses mutasi dan promosi
	2,10
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien



Skala Dampak Kriteria Operasional 
Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Kriteria 
	Dampak Operasional 

	1
	Terputusnya informasi pengelolaan keuangan pada Bagian-Bagian dari pejabat lama dengan pejabat yang baru
	2,30
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	2
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab penyusun laporan kinerja pada Bagian-Bagian terhadap peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja
	2,00
	2
	Kegiatan terhambat, kurang efisien



2. Skala Kemungkinan

Skala penilaian kemungkinan yang dipergunakan dalam penilaian risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut menggunakan skala 4  (empat) dengan rincian sebagai berikut:

Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Tata Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Kurangnya kelengkapan data sesuai indikator yang dipersyaratkan
	3,43
	3
	sering terjadi

	2
	Data tidak valid
	3,57
	3
	sering terjadi

	3
	Konflik benturan kepentingan
	2,29
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil











Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan

	1
	Bahan data yang disajikan SKPD pengampu indikator Kabupaten tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak sesuai ketentuan
	3,00
	3
	sering terjadi

	2
	Kurangnya perhatian dan tanggung jawab SKPD dalam penyusunan LKjIP
	3,00
	3
	sering terjadi

	3
	Belum cascading antara IKU Kabupaten dengan IKU SKPD
	3,00
	3
	sering terjadi



Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan

	1
	Kurang terdokumentasikannya produk hukum daerah/lainnya secara maksimal
	3,00
	3
	sering terjadi

	2
	Kurang optimalnya publikasi produk hukum daerah/lainnya melalui website JDIH
	3,00
	3
	sering terjadi



Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Perekonomian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Keterlambatan hasil laporan kajian atau analisa investasi daerah
	1,90
	1
	sangat jarang terjadi








Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi sosial keagamaan terkait persyaratan bantuan hibah/sosial
	1,00
	1
	sangat jarang terjadi



Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Adanya multi tafsir dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	2,17
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	2
	Kesalahan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa

	2,33
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	3
	Terlambatnya penyerahan dokumen persiapan pengadaan dari SKPD
	2,72
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	4
	Kurangnya jumlah jabatan fungsional PPBJ
	2,78
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	5
	Jaringan IT terputus
	2,50
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil



Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Keterlambatan memfasilitasi KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat dalam layanan keprotokolan
	2,64
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	2
	Jadwal kegiatan yang mendadak dari pihak pelaksana
	2,55
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil




Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Kurangnya perhatian dan tanggungjawab pengguna terhadap aset yang digunakannya
	2,20
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	2
	Aset yang tidak diketahui keberadaannya
	2,05
	2
	kemungkinan terjadi, meskipun kecil

	3
	Terputusnya informasi tentang aset antara pejabat lama dengan pejabat baru akibat proses mutasi dan promosi
	1,70
	1
	sangat jarang terjadi




Skala Kemungkinan (Probabilitas)
Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Kemungkinan 
	Kriteria 
	Kemungkinan 

	1
	Terputusnya informasi pengelolaan keuangan pada Bagian-Bagian dari pejabat lama dengan pejabat yang baru
	1,17
	1
	Kegiatan terhambat, kurang efisien

	2
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab penyusun laporan kinerja pada Bagian-Bagian terhadap peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja
	1,08
	1
	Kegiatan terhambat, kurang efisien














3.2. Identifikasi Risiko

Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut pada  tahun 2019 memiliki  risiko dengan masing-masing Bagian, dengan rincian sebagai berikut:
Risiko Beridentifikasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
	
No
	
Bidang
	2019

	
	
	Risiko
	Sebab
	Dampak

	1
	Bagian Tata Pemerintahan
	3
	3
	2

	2
	Bagian Organisasi
	3
	3
	2

	3
	Bagian Hukum
	2
	2
	1

	4
	Bagian Perekonomian Pembangunan 
	1
	1
	1

	5
	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	1
	1
	1

	6
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 
	5
	7
	2

	7
	Bagian Humas dan Protokol 
	2
	3
	1

	8
	   Bagian Umum
	3
	3
	2

	9
	Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
	2
	2
	1


Jumlah	22	25	                  13



















3.3. Analisa Risiko
Analisa risiko dilakukan dengan penyebaran fgd/expert judgment/kuesioner kepada responden pada bagian masing-masing pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 
Hasil  analisa   risiko  Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut:
1. Bagian Tata Pemerintahan 

Hasil Analisa risiko pada Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
	Tabel Analisa Risiko Bagian Tata Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Kurangnya kelengkapan data sesuai indikator yang dipersyaratkan
	3,00
	3,43
	10,29
	4

	2
	Data tidak valid
	2,57
	3,57
	9,17
	4

	3
	Konflik benturan kepentingan
	3,43
	2,29
	7,85
	3




2.	Bagian Organisasi

Hasil Analisa risiko pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
	Tabel Analisa Risiko Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Bahan data yang disajikan SKPD pengampu indikator Kabupaten tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggung jawabkan serta tidak sesuai ketentuan
	3,00
	3,00
	9,00
	4

	2
	Kurangnya perhatian dan tanggung jawab SKPD dalam penyusunan LKjIP
	3,13
	3,00
	9,39
	4

	3
	Belum cascading antara IKU Kabupaten dengan IKU SKPD
	3,00
	3,00
	9,00
	4



3.  Bagian Hukum 

Hasil Analisa risiko pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel Analisa Risiko Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Kurang terdokumentasikannya produk hukum daerah/lainnya secara maksimal
	3,00
	3,00
	9,00
	4

	2
	Kurang optimalnya publikasi produk hukum daerah/lainnya melalui website JDIH
	3,00
	3,00
	9,00
	4




4.  Bagian Perekonomian Pembangunan 

Hasil Analisa risiko pada Bagian Perekonomian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
	Tabel Analisa Risiko Bagian Perekonomian Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Keterlambatan hasil laporan kajian atau analisa investasi daerah
	1,60
	1,90
	3,04
	2










5.  Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Hasil Analisa risiko pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel Analisa Risiko Bagian Kesejahteraan Rakyat 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Kurangnya pemahaman pengurus lembaga/organisasi sosial keagamaan terkait persyaratan bantuan hibah/sosial
	1,00
	1,00
	1,00
	1



6.  Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  

Hasil Analisa risiko pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel Analisa Risiko Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut


	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Adanya multi tafsir dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	1,78
	2,17
	3,86
	2

	2
	Kesalahan perencanaan dan penganggaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
	2,00
	2,33
	4,66
	3

	3
	Terlambatnya penyerahan dokumen persiapan pengadaan dari SKPD
	2,17
	2,72
	5,90
	3

	4
	Kurangnya jumlah jabatan fungsional PPBJ
	1,67
	2,78
	4,64
	3

	5
	Jaringan IT terputus
	2,00
	2,50
	2,50
	2






7.  Bagian Humas dan Protokol

Hasil Analisa risiko pada Bagian Humas dan Protokol  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel Analisa Risiko Bagian Humas dan Protokol 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Keterlambatan memfasilitasi KDH/WKDH/SKPD dan Masyarakat dalam layanan keprotokolan
	2,29
	2,64
	6,04
	3

	2
	Jadwal kegiatan yang mendadak dari pihak pelaksana
	2,21
	2,55
	5,63
	3



8.  Bagian Umum

Hasil Analisa risiko pada Bagian Umum  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Kurangnya perhatian dan tanggungjawab pengguna terhadap aset yang digunakannya
	2,30
	2,20
	5,06
	3

	2
	Aset yang tidak diketahui keberadaannya
	2,00
	2,05
	4,10
	3

	3
	Terputusnya informasi tentang aset antara pejabat lama dengan pejabat baru akibat proses mutasi dan promosi
	2,10
	1,70
	3.57
	2










9.  Bagian Tata Usaha dan Keuangan 

Hasil Analisa risiko pada Bagian Tata Usaha dan Keuangan  pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut digambarkan dalam tabel berikut:
Tabel Analisa Risiko Bagian Tata Usaha dan Keuangan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut

	No
	Pernyataan Risiko 
	Skala Dampak 
	Skala Kemungkinan
	Skala Status Risiko 
(3x4) 
	Level Risko

	1
	Terputusnya informasi pengelolaan keuangan pada Bagian-Bagian dari pejabat lama dengan pejabat yang baru
	2,30
	1,17
	2.69
	2

	2
	Kurangnya komitmen dan tanggung jawab penyusun laporan kinerja pada Bagian-Bagian terhadap peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja
	2,00
	1,08
	2,16
	2




3.1. Zccsvs
3.2. Lhjl;
3.3. Kjgkj
3.4. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Rencana tindak pengendalian atas risiko yang telah diidentifikasi oleh masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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BAB IV
KESIMPULAN 

Dari hasil penilaian risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat diambil kesimpulan:
1. Penilaian risiko dengan level risiko “sangat tinggi” ada  pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
2. Penilaian risiko dengan level risiko “tinggi” ada pada Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
3. Penilaian risiko dengan level risiko “kecil” ada pada Bagian Perekonomian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Penilaian risiko dengan level risiko “sangat kecil” ada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
5. Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di laksanakan dalam rangka mengatasi risiko yang terjadi pada pelaksanaan program atau kegiatan di masing-masing bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
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7. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT;
8. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT; 
9. FORMULIR IDENTIFIKASI RISIKO KEGIATAN BAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT.
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